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Mediasi adalah suatu alternative penyelesaian sengketa yang digunakan di 
pengadilan Indonesia. Mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator. Pelaksanaan mediasi dengan Perma lama di 
Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan 
mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi 
di Pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan dari kemampuan mediator 
dari hakim yang minim dan belum bersertifikat, hakim memposisikan diri tidak 
jauh dari fungsi hakim itu sendiri, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan yakni kurang dari 10% dari 
perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan 
melalui mediasi. Bahwa pasca hadirnya Perma baru yakni Perma No. 1 tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam 
bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-
ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan 
mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral. Tujuan dari 
penulisan ini adalah untuk  menjelaskan tentang Efektivitas peran hakim sebagai 
mediator dalam penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
dan juga menjelaskan apakah dengan adanya peraturan baru tentang kewajiban 
hakim memiliki sertifikasi mediator dapat meningkatkan jumlah putusasn 
perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Karanganyar. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan pendekatan hukum  yuridis empiris yakni pendekatan 
yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer 
di lapangan di Pengadilan Agama Karanganyar dengan jenis penelitian yang 
digunakan penulis adalah penelitian dekskriptif.    
 




Mediation is an alternative solution to disputes used in Indonesian courts. 
Mediation based on Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in 
Article 1 number 1 is defined as a way of resolving disputes through the 
negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by a 
mediator. The mediation with the old women in the Court was considered to be 
not optimal in meeting the need for more effective mediation and able to increase 
the success of mediation in the Court. This is because there is a lack of the ability 
of the mediator from the judge who is minimal and not yet certified, the judge 
positions himself not far from the function of the judge himself, so the success 




10% of civil cases accepted in the Religious Courts, can be resolved through 
mediation. That after the presence of a new Perma No. 1 of 2016 concerning 
Mediation Procedure is a regulation on new mediated procedures in the Court 
which includes new provisions in mediated implementation, including that 
provisions concerning mediator-certified judges as neutral parties. The purpose of 
this paper is to explain the Effectiveness of the role of the judge as a mediator in 
resolving mediation disputes in the Karanganyar Religious Court and also to 
explain whether the existence of new regulations on the obligation of judges to 
have mediator certification can increase the amount of peace in cases in the 
Karanganyar Religious Court. In this study the author uses an empirical juridical 
legal approach, namely the approach taken to solve the problem with primary data 
research in the field in the Karanganyar Religious Court with the type of research 
used by the author is descriptive research. 
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1. PENDAHULUAN 
Manusia adalah makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari orang lain, 
manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya berhubungan atau berinteraksi 
dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kebutuhan 
jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan bermasyarakat di dalamnya terdapat 
perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan 
sering muncul perselisihan pendapat dan persengketaan. Dalam perbedaan 
pendapat dan persengketaan biasanya akan melahirkan suatu konflik. 
Dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara di pengadilan, jalan 
pertama yang akan ditempuh adalah ditawarkannya sebuah bentuk perdamaian 
atau bisa disebut dengan nama ‘mediasi’ dalam menyelesaikan sengketa, perkara 
atau bahkan konflik.1 
Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih 
besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang 
memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam 
proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup 
efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk 
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penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif 
(memutus).2 
Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk 
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternative (non litigasi) ke 
dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalisasikan lembaga mediasi 
yang merupakan proses penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya 
murah.  
Peraturan mengenai kewajiban untuk menempuh proses mediasi terdapat 
dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedaur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: 
“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara 
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara  
(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui mediasi, kecuiali ditentukan lain berdasarkan peraturan 
mahkamah agung ini.” 
Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial 
dalam pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di 
pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu 
mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri maupun dari hakim itu sendiri yang 
dinilai tidak berupaya secara maksimal untuk meningkatkan upaya perdamaian 
tersebut. Salah satu penyebabnya adalah hakim cenderung sekedar melaksanakan 
formalitas saja dalam mengajak ataupun menganjurkan para pihak untuk 
menyelesaikan perkara mereka tersebut secara damai, hanya sekedar 
menyampaikan diawal persidangan saja, selebihnya hakim tidak terlalu 
mengupayakan suatu langkah-langkah yang tepat untuk memperdamaikan 
perkara-perkara tersebut. Untuk itulah Mahkamah Agung dalam delapan tahun 
terakhir ini telah berusaha untuk mengoptimalkan upaya perdamaian (mediasi) 
                                                 
2 Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata 




dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang 
merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. 
Namun hal ini masih dirasa belum optimal, karena kesadaran para pihak 
yang tidak begitu mementingkan perdamaian, serta hakim atau mediator yang 
dinilai kurang optimal dalam mendamaikan pihak-pihak di suatu sengketa. Entah 
itu karena belum mendapatkan sertifikasi mediator sebagai bukti bahwa seorang 
mediator memiliki keterampilan khusus dalam melakukan mediasi atau praktik 
mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh 
berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan. Hal ini terbukti 
dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang 
diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di 
Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi. 
Dari uraian di atas, terlihat bahwa mediator (hakim) memiliki peran yang 
sangat penting, tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang 
belum memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat 
mempengaruhi kuwalitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu 
penting untuk penulis melakukan penelitian, Baagaimana Peran Mediator 
(Hakim) menunjang efektivitassnya Mediasi di Pengdilan Agama. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan 
hakim mediator dalam menunjang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar Tahun 2015-2017? (2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh 
hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
Tahun 2015-2017? (3) Apakah perlu sertifikasi bagi hakim mediator untuk 
meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran 
hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
tahun 2015-2017 (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang 
dihdapai oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Karangayar tahun 2015-2017 (3) Untuk mengetahui perlu tidaknya sertifikasi 
bagi hakim mediator dalam meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar. Sementara itu manfaat yang hendak dicapai 




pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama tentang 
penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar (2) Diharapkan dapat menyumbangkan masukan bagi praktisi di 
lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik Hakim maupun praktisi 
hukum lainnya dalam proses mediasi. 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 
yuridis empiris yakni pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 
dengan meneliti dan sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan 
mengadakan penelitian data primer dilapangan.3 Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.4 Sehingga dapat 
diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang efektifitas peran 
hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasai di 
Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2015-2017. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian meliputi (1) Data Primer hasil wawancara 
dengan hakim mediator. (2) Data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis 
lainya. (a) Interview atau wawancara. (b) Studi kepustakaan. Penganalisan bahan 
hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik 
analisa kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar 
Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang 
                                                 
3 Soejono dan Abdurrahman, 1999, Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta: 
Rineka Cipta, hal. 44. 




lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian 
sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian 
mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu 
instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara 
di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-
peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan 
yang besifat ajudikatif (memutus).5 
Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk kebijakan 
untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternative (non 
litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga 
mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, 
cepat dan biaya murah. 
Dalam hal proses mediasi, hakim sebagai Mediator tidak mempunyai 
kewenangan untuk memutuskan suatu perkara layaknya sidang dalam 
pengadilan (litigasi). Dalam hal ini peran seorang mediaor dalam proses 
mediasi terbagi menjadi dua, yakni: apakah hanya sebagai fasilitator yang 
mengatur kelancaran suatu proses medasi (facilitative approach) atau bisa 
memberikan suatu saran dan pertimbangan hukum kepada para pihak yang 
bersengketa (evaluative approach)6 
Mengenai efektivitas hakim mediator dalam melakukan mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar, berdasarkan hasil dari wawancara penulis 
dengan salah satu hakim dan sekaligus hakim mediator Pengadilan Agama 
Karanganyar yakni Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. selaku narasumber 
beliau menjawab, bahwa efektivitas hakim mediator dalam melakukan proses 
mediasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bisa 
dikatakan tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan yang 
sudah ada dan bisa dikatakan berjalan dengan baik atau setidaknya sudah 
terlaksana berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, namun kalau dilihat dari hasilnya belum, masih 
                                                 
5 Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata 
di Pengadilan,” JHAPER, Vol.2, No.1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 2 
6 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan 




banyak yang harus dibenahi dan di upayakan, sehingga bisa dikatakan kurang 
efektif. Adapun Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dari 
tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:7 
NO TAHUN MEDIASI   
  BERHASIL GAGAL JUMLAH 
1 2015 18 521 539 
2 2016 21 529 550 
3 2017 30 632 662 
Jumlah  69 1.682 1.751 
 
 Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Karanganyar kelas I-B 
 
Dari tabel ditas kita bisa mengetahui bahwa perkara mediasi yang ada 
di Pengadilan Agama Karanganyar pada  Tahun 2015-2017, jumlah mediasi 
pada tahun 2015 adalah 539, perkara yang berhasil di mediasi ada 18 dan 
perkara yang tidak berhasil di mediasi ada 521, jika dihitung dalam persen 
maka pada tahun 2015 jumlah mediasi yang berhasil ada 3,45%. Jumlah 
mediasi pada tahun 2016 adalah 550, dan perkara yang berhasil di mediasi 
ada 21 dan perkara yang tidak berhasil dimediasi ada 529, jika dihitung dalam 
persen maka pada tahun 2016 jumlah mediasi yang berhasil ada 3,81%. 
Jumlah mediasi pada tahun 2017 adalah 662, dan perkara yang berhasil di 
mediasi ada 30 dan perkara yang tidak berhasil dimediasi ada 632, jika 
dihitung dalam persen maka pada tahun 2017 jumlah mediasi yang berhasil 
ada 4,53%. Jika dilihat dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa dalam 
jangka waktu 3 tahun kenaikan keberhasilan mediasi adalah 0,5-1,2%, 
kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan peraturan baru mengenai 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni PERMA No.1 Tahun 2008 diganti 
dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ini 
terdapat beberapa pasal yang menjaddi sorotan, yakni pasal 4 mengenai Jenis 
perkara yang wajib menempuh mediasi yang meliputi semua sengketa perdata 
yang diajukan ke Pengadilan dan juga sengketa yang dikecualikan dari 
kewajiban penyelesaian melalui mediasi dijelaskan secara detail, pasal 6 
                                                 




mengenai kewajiban menghadiri mediasi, pasal 7 mengenai ketentuan iktikad 
baik menempuh mediasi, dan pasal 13 mengenai kewajiban mediator untuk 
memiliki sertifikasi mediator. Menurut bapak Hakim Hadi Suyoto, S.Ag., 
M.Hum. Kewajiban para hakim untuk mempunyai sertifikat mediator 
merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatakan jumlah 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar, dimana untuk para 
hakim sebelum mempunyai sertifikat mediator harus mengikuti pelatihan 
khusus terlebih dahulu, dimana pelatihan khusus ini langsung dibawah 
naungan Mahkamah Agung, dan bagi para hakim yang memiliki sertifikat 
mediator tentu memiliki keahlian khusus, berpengalaman dan professional 
dalam menangani mediasi. Sehingga sertifikat mediator ini sangat 
berpengaruh dalam meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar. Untuk Pengadilan Agama Karanganyar sendiri semua 
hakim yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar memiliki sertifikat 
mediator, terdapat 4 hakim dan semuanya memiliki sertifikat mediator, jadi 
bisa dikatakan kenaikan angka keberhasilan mediasi dikarenakan hal tersebut. 
meski mengalami kenaikan, mediasi dalam pengadilan Agama 
Karangnayar masih dinilai kurang efektif, hal ini terbukti dengan jumlah 
keberhasilan mediasi yang dinilai sangat kecil, bahkan 10% pun tidak sampai, 
padahal jika kita bandingan dengan negara-negara lain seperti amerika, 
asutralia, jepang, kanada, singapura, bahkan Filipina yang dapat 
menyelesaikan mediasi dengan tingkat keberhasilan 40-80% tiap tahunnya.  
3.2 Kendala-kendala Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar 
Secara umum proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar telah 
dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun hasil mediasi yang 
telah dicapai dinilai kurang dalam hal jumlah atau tingkat kenerhasiln 
mediasi, hal ini disebabkan karena banyak faktor yang menghambat hakim 





a) Ketidak hadiran para pihak atau salah satu dari pihak yang bersengketa 
Ketidak hadiran para pihak atau salah satu pihak dalam melaksanakan 
mediasi sanagatlah menentukan proses dari mediasi, karena tidak 
mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan jika para pihak atau salah 
satu darinya tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan 
sebelumnya. 
b) Sikap egois dan tidak mau mengalah 
Apabila para pihak bersikap egois dan tidak mau mengalah maka sulit 
bagi mediator untuk mendamaikan para pihak dikarenakan keegoan para 
pihak yang merasa dirinya paling benar dan merasa dirinya adalah pihak 
yang paling dirugikan. Hal seperti ini banyak ditemui di Pengadilan 
Agama Karanganyar, dan biasanya kasus yang para pihaknya seperti ini 
kemungkinan mediasi berhasil sangat kecil. 
c) Adanya Pihak ke 3 (tiga) 
Dalam hal perceraian, sebenarnya orang yang mengajukan perceraian di 
Pengadilan Agama itu berarti rumah tangganya sudah kritis, tapi yang 
membuat mediasi sulit berhasil adalah adanya pihak ke 3 (tiga) entah 
sebagai perusak hubungan rumah tangga (dalam hal ini simpanan laki-
laki/perempuan)  biasanya sulit untuk dimediasi karena sudah memiliki 
ikatan dengan perempuan/laki-laki lain. Selain simpanan, pihak ke 3 
(tiga) yang lain adalah para pengacara atau kuasa hukum dari para pihak 
yang bersengketa, biasanya kuasa hukum/pengacara ini memaksa untuk 
ikut andil dan ikut serta dalam proses medaisi, padahal yang namanya 
mediasi itu yang dipanggil dan diperkenankan ikut mediasi hanyalah para 
pihak yang berberpakara saja. 
d) Hakim mediator 
Untuk faktor hakim mediator sebenarnya para hakim mediator sendiri 
sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, namun di Pengadilan Agama 
Karanganyar ini sangat terbatas untuk personil hakimnya, dimana hanya 
terdapat 4 (empat) personil hakim yang bekerja di Pengadilan Agama 
Karanganyar, menurut bapak hakim Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. di 




(sepuluh) personil hakim yang aktif, dimana kalau dilihata secara jumlah 
personil hakim di Pengadilan Agama Karanganyar tentu sangat kurang, 
bahkan setengah dari jumlah yang seharusnya saja tidak ada, karena 
keterbatasan personil ini, kadang para hakim tidak bisa bekerja secara 
maksimal, dikarenakan jadwal sidang yang padat yang perharinya saja 
bisa mencapai 30-40 persidangan.8 
3.3 Pandangan Hakim Tentang Sertifikasi Hakim Mediator di Pengadilan 
Agama Karanganyar 
Masih rendahnya kualitas para hakim yang menjalankan fungsi mediator. 
Masih banyak para hakim, terutama di Pengadilan yang berada di pelosok 
daerah tanah air, yang masih belom mendapatkan kesempatan mengikuti 
pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah 
Agung RI. Mahkamah Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi 
yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi progam 
prioritas dari Mahkamah Agung RI.9 
Menurut pandangan para hakim di Pengadilan Agama Karanganyar, 
sertifikasi mediator (lisensi mediator) sangat diperlukan, karena tentunya para 
hakim yang memiliki sertifikasi mediator lebih memiliki ilmu yang mumpuni, 
profesional dan ditempa dengan pelatihan yang matang, selain itu sertifikasi 
mediator juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki keahlian mediasi dan 
profesional dalam menjalankannya. Sebenarnya hakim mempunyai atau tidak 
punya sertifikat hakim mediator, sudah diperbolehkan oleh peraturan 
Mahkamah Agung untuk menjadi hakim mediator, karena dengan peraturan 
ini otomatis para hakim di Pengadilan ditunjuk langsung sebagai hakim 
medaiator tanpa adanya sertifikat/sertifikasi mediator. Sebenarnya para hakim 
di pengadilan mengetahui dan mampu bagaimana caranya menjadi mediator 
yang baik, hanya karena keterbatasan kepelatihan tidak semua hakim 
mengikuti pelatihan mediator. 
                                                 
8 Ibid. 




Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa Efektivitas peran hakim 
sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar dalam jangka waktu 3 tahun yakni tahun 
2015-2017 dinilai belum efektif, walaupun terdapat jumlah peningkatan 
keberhasilan medaisi yang dikarenakan peraturan baru yang salah satunya 
mewajibkan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator, namun 
jumlah kenaikan ini belum bisa dibilang berhasil, dimana peningkatan dalam 
3 tahun hanya naik 0,5-1,2% saja dan bisa dikatakan masih rendah, meskipun 
para hakim memiliki sertifikat mediator akan tetapi jumlah personil hakim di 
Pengadilan Agama Karangnyar sangat kurang yang menjadikan kinerja dari 
para hakim tidak bisa maksimal dan masih ada kendala-kendala lain yang 





Peran hakim mediator dalam menunjang tingkat keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar masih dinilai kurang efektif, hal ini terbukti 
dengan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar yang 
tergolong masih rendah, dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tingkat 
keberhasilan mediasi masih dibawah 5%, walaupun mengalami peningkatan 
0,5-1,2% yang dikarenakan para hakim Pengadilan Agama Karanganyar telah 
memiliki sertifikat mediator akan tetapi jika dilihat dari segi jumlah masih 
tetap kurang, dimana dalam jangka waktu tiga tahun jumlah mediasi yang 
tercatat ada 1.751 perkara, sedangkan jumlah perkara yang berhasil di 
mediasi hanya 69, bila dihitung dengan persen dalam jangka waktu tiga tahun 
tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 3,94%. 
Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih terbilang rendah namun 
proses dan tahapan mediasi telah dijalankan sesuai dengan semestinya, hanya 
saja masih terdapat beberapa kendala, kendala pertama adalah ketidak 
hadiran para pihak atau salah satu dari pihak yang bersengketa, kehadiran 




dalam menempuh proses mediasi. Kedua adalah sikap egois dan tidak mau 
mengalah, apabila para pihak bersikap egois dan tidak mau mengalah maka 
sulit bagi mediator untuk mendamaikan para pihak. Ketiga adalah adanaya 
pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud adalah laki-laki/perempuan 
simpanan sebagai perusak hubungan rumah tangga, serta para kuasa hukum 
yang menggebu-gebu untuk memenangkan kliennya. Keempat adalah dari 
hakim mediator itu sendiri, jumlah dari personil hakim yang dinilai kurang, 
dimana hanya terdapat empat personil hakim, padahal utnuk Pengadilan 
Agama kelas I B setidaknya harus terdapat 10 (sepuluh) personil hakim yang 
aktif. Untuk meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi maka perlu adanya 
sertifikasi mediator/lisensi mediaror, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa 
mediaor adalah orang professional yang ahli di bidangnya. 
4.2 Saran 
Pertama, Perlunya penambahan personil hakim di Pengadilan Agaama 
Karanganyar, karena dengan adanya penambahan personil hakim sesuai 
dengan jumlah semestinya, maka para hakim dapat bekerja secara maksimal, 
serta perlu adanya kepelatihan mediasi untuk mempersiapkan personil hakim 
agar memiliki kemampuan memediasi yang mumpuni dan professional. 
Kedua, Kepada Pengadilan Agama Karanganyar, untuk lebih 
mnegoptimalkan mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan 
evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektif atau tidaknya mediasi tentu 
tergantung juga pada kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim 
yang menjadi mediator dituntut untuk lebih professional dan lebih baik dalam 
menangani kasus mediasi. 
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